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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman maka disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

guna mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam wilayah 

Kabupaten Sleman adalah dengan diadakannya sosialisasi Undang-

undang, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan sosialisasi 

pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kerjasama dengan 

pihak kepolisian, adapun penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah 

(shelter), pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak dan bentuk-bentuk 

peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

perlindungan anak. 

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam 

wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya peran serta masyarakat 
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termasuk pemahaman masyarakat terkait arti penting penyelenggaraan 

perlindungan anak. 

  

B. Saran 

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas maka penulis ingin 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman agar 

tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya terkait 

pencegahan kekerasan terhadap anak. 

2. Kepada masyarakat Kabupaten Sleman penulis menyarankan untuk 

meningkatkan moral dan meningkatkan peran sertanya agar kasus-kasus 

kekerasan terhadap anak  dapat dicegah dan tidak terjadi lagi.  
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